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The study used secondary data in the form of Good Corporate Governance report 
and annual report of Sharia Commercial Bank in the period 2012-2016. The population 
in this study are all Sharia Commercial Banks listed on Indonesia Stock Exchange 
(IDX). Determination of sample using purposive sampling method that is Sharia Public 
Bank which publish report of Good Corporate Governance and annual report during 
period of 2012 until 2016 obtained 7 company. The analytical tool used in testing this 
hypothesis is SPSS version 21. The result of simultaneous research shows that Good 
Corporate Governance influence to financial performance proxy with ROA. Partially, 
the Board of Commissioners, the Board of Directors, the Audit Committee and the 
Sharia Supervisory Board have no effect on the financial performance and only the 
Independent Board of Commissioners has a significant positive impact on the financial 
performance of the Islamic Commercial Bank. 
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GCG merupakan elemen kunci untuk menciptakan hubungan yang kondusif  antar 
organ perusahaan (Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan para pemegang saham) dalam 
rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Di dalam Undang- undang No. 21 Tahun 
2008 tentang Perbankan Syariah, ditentukan bahwa dalam melaksanakan usahanya, 
Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib memenuhi tata kelola perusahaan yang baik 
(Good Corporate Governance), prinsip kehati- hatian dan pengelolaan resiko. Selain 
itu, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah juga diwajibkan untuk menerapkan prinsip 
mengenal nasabah dan perlindungan nasabah termasuk kewajiban untuk menjelaskan 
kepada nasabah mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan 
transaksi nasabah yang dilakukan di bank syariah. Penerapan Good Corporate 
Governance dalam perbankan syariah diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah 
bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). 
Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang berdasarkan syariat 
Islam diharapkan menjadi uswah khasanah dalam penerapan Good Corporate 
Governance. Bank- bank syariah harus berada di garis terdepan dalam implementasi 
Good Corporate Governance.Penerapan Good Corporate Governance dalam perbankan 
syariah dapat membantu bank syariah meminimalisasi kualitas pembiayaan yang tidak 
baik, meningkatkan akurasi penilaian bank, meningkatkan kualitas pengambilan 
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keputusan bisnis dan mempunyai sistem deteksi dini terhadap high risk business area, 
product dan service. Penerapan Good Corporate Governance secara tepat dapat 
mendorong bank syariah untuk lebih maju dan dapat bersaing dengan perusahaan lain di 
era global ini. Penerapan GCG dapat menjamin penyampaian informasi yang relevan 
dalam laporan keuangan, dimana laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk menilai 
kinerja keuangan perusahaan. Dalam perusahaan yang tata kelolanya kurang baik, bisa 
terjadi kondisi dimana informasi dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan fakta 
lapangan. 
Nuswandari (2009) menyatakan bahwa implementasi Corporate Governance pada 
suatu perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja operasional.Hardikasari (2011) 
dalam Hisamuddin (2012) menunjukan bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh 
positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Dari beberapa penelitian tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari masing-masing dewan sebagai struktur atau 
organ dalam mewujudkan Good Corporate Governance terhadap kinerja suatu 
perusahaan masih beragam. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh 
secara simultan maupun parsial indikator Good Corporate Governance berupa Dewan 
Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit serta 




 Agency Theory  menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agen 
yang memiliki kepentingan berbeda, yaitu memperjuangkan kesejhteraannya masing- 
masing,sehingga timbul konflik kepentingan. Sehingga, corporate governance 
merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan. Corporate Governance 
memberikan keyakinan kepada para investor bahwa manajer akan memberikan 
keuntungan bagi mereka, dengan tidak menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam 
proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang ditanamkan. 
 
Good Corporate Governance 
 Menurut Bank Indonesia dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009, Good Corporate 
Governance,yang selanjutnya disebut GCG, adalah suatu tata kelola Bank yang 
menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), 
pertanggungjawaban (responsibility), profesional (professional), dan kewajaran 
(fairness). FCGI mendefinisikan Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan 
yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak 
kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal 
lainnya yang berkaitan dengan hak- hak dan kewajiban mereka, dengan kata lain suatu 
sistem yang mengendalikan perusahaan. OECD mendefinisikan GCG adalah struktur 
yang mengatur para pemegang saham, manager dan komisaris dalam menyusun tujuan- 
tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan- tujuan tersebut serta mengawasi 
kinerja. 
 
Prinsip- prinsip Good Corporate Governance 
Menurut keputusan menteri badan usaha milik Negara (BUMN) No. : KEP-
117/M-MBU/2002 bahwa selain keempat prinsip diatas, masih ada lagi satu prinsip 




a. Transparency (Keterbukaan) 
Pengertian prinsip transparansi menurut peraturan Bank Indonesia nomor 
11/33/PBI/2009 adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material 
dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Pengungkapan 
ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan, 
kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan.Disamping itu, informasi yang 
diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang 
berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan meminta auditor eksternal 
melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan. 
 
b. Accountability ( Akuntabilitas ) 
Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, akuntabilitas 
adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga 
pengelolaannya berjalan secara efektif. Menurut OECD (2004) prinsip ini dapat 
dijalankan dengan cara adanya kejelasan fungsi pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban dari organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat 
terlaksana secara efektif. Perusahaan menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai 
salah satu cara untuk mengatasi persoalan yang timbul karena adanya pembagian 
tugas (division of authority) antar- organ perusahaan serta mengurangi dampak dari 
agency problem yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara manajemen, 
pemegang saham dan pemangku kepentingan. 
 
c. Responsibility (Pertanggungjawaban) 
Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009, 
pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang 
sehat. Sedangkan menurut OECD (2004) responsibilitas adalah adanya tanggung 
jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta 
pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Setiap 
peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku selalu diikuti dengan sanksi yang 
tegas dan jelas. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dapat 
menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan 
terkait dan juga sanksi moral dari masyarakat. 
 
d. Fairness (Kewajaran) 
Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009, Kewajaran 
adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan 
perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini diwujudkan 
antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan 
minoritas, membuat pedoman kebijakan yang melindungi korporasi terhadap 
perbuatan buruk orang dalam, self-dealing, dan konflik kepentingan, menetapkan 
peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Komite, termasuk sistem 
remunerasi, menyajikan informasi secara wajar atau pengungkapan penuh setiap 
material, serta mengedepankan Equal Job Opportunity. 
 
e. Professional/ Independence (Kemandirian) 
Menurut peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009,  professional 
adalah memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari 
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pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang 
tinggi untuk mengembangkan bank syariah. pengelolaan perbankan syariah 
sebaiknya dikelola secara profesional ataupun tanpa adanya tekanan dan/atau 
pengaruh dari pihak lain sehingga conflict of interest dapat dihindari sejauh 
mungkin. Jadi sikap seluruh jajaran bank sebagai entitas ekonomi yang mandiri, 
bebas dari kepentingan sepihak terutama yang berpotensi merugikan stakeholders 
dan mampu mengambil keputusan secara objektif. 
 
Tujuan Good Corporate Governance 
Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Good Corporate 
Governance memiliki enam tujuan utama. Keenam tujuan itu adalah sebagai berikut: 
1) Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang 
berdasarkan pada asas transparansi, kewajaran, akuntabilitas dan responsibilitas 
serta kemandirian. 
2) Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing- masing organ 
perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham ( 
RUPS ). 
3) Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi agar 
dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh nilai moral 
yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan. 
4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggungjawab sosial perusahaan terhadap 
masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama disekitar perusahaan. 
5) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan memperhatikan 
pemangku kepentingan lainnya. 
6) Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional dan internasional sehingga 
meningkatkan kepercayaan pasar sehingga dapat mendorong arus investasi dan 
pertumbuhan perekonomian nasional secara berkesinambungan. 
 
Manfaat Good  Corporate Governance 
Dengan penerapan Corporate Governance, tidak hanya kepentingan para investor 
saja yang dilindungi melainkan akan dapat mendatangkan banyak manfaat dan 
keuntungan bagi perusahaan terkait dan juga pihak- pihak lain yang mempunyai 
hubungan langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. Berbagai manfaat yang 
diperoleh dengan penerapan Corporate Governance antara lain : 
1) Dengan Good Corporate Governance, pengambilan keputusan akan berlangsung 
secara lebih baik sehingga akan menghasilkan keputusan yang optimal, dapat 
meningkatkan efisiensi serta terciptanya budaya kerja yang lebih sehat. Ketiga hal 
tersebut jelas akan sangat berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan 
sehingga kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan. 
2) Good Corporate Governance akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang- 
kurangnya dapat meminimalkan tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak 
direksi dalam mengelola perusahaan. Hal ini akan menekan kemungkinan 
kerugian bagi perusahaan maupun pihak penting lainnya sebagai akibat dari 
tindakan tersebut. 
3) Nilai perusahaan di mata investor akan meningkat sebagai akibat dari 
meningkatnya kepercayaan mereka kepada pengelola perusahaan dimana mereka 
berinvestasi. Peningkatan kepercayaan investor kepada perusahaan akan dapat 
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memudahkan perusahaan mengakses tambahan dana yang diperlukan untuk 
berbagai keperluan perusahaan terutama untuk tujuan ekspansi. 
4) Bagi para pemegang saham, dengan peningkatan kinerja perusahaan akan 
menaikkan nilai saham mereka dan juga nilai deviden yang akan diterima. Bagi 
negara, hal ini juga akan menaikkan jumlah pajak yang akan diterima dari 
perusahaan yang berarti akan meningkatkan pendapatan Negara dari sektor pajak. 
5) Karena dalam praktek Good Corporate Governance, karyawan ditempatkan 
sebagai salah satu stakeholder yang seharusnya dikelola dengan baik oleh 
perusahaan, maka motivasi dan kepuasan karyawan diperkirakan akan meningkat. 
Peningkatan ini dalam tahapan selanjutnya akan dapat meningkatkan 
produktivitas dan rasa memiliki ( sense of belonging ) terhadap perusahaan. 
6) Penerapan Corporate Governance yang konsisten juga akan meningkatkan 
kualitas laporan keuangan perusahaan. Manajemen akan cenderung untuk tidak 
melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan karena adanya kewajiban untuk 
mematuhi aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku serta penyajian informasi 
secara transparan. 
 
Mekanisme Good Corporate Governance 
Menurut Dariri (2005) mekanisme Good Corporate Governance yaitu suatu pola 
hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan 
Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham secara 
berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan 
stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan yang berlaku. Dari 
uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan Good Corporate 
Governance merupakan suatu prosedur yang dapat mengendalikan perusahaan sehingga 
memberikan nilai tambah terhadap pemegang saham dan stakeholders secara 
berkesinambungan. 
Sukses tidaknya perusahaan akan sangat ditentukan oleh keputusan strategi yang 
diambil perusahaan. Dewan memegang peranan yang sangat signifikan bahkan peran 
utama dalam penentuan strategi perusahaan tersebut.Indonesia merupakan Negara yang 
menggunakan konsep twotier, dimana Dewan terdiri dari Dewan Direksi dan Komisaris 
(Wardhani, 2006). 
Dari berbagai hal tersebut maka mekanisme Good Corporate Governance yang 
menjadi indikator dalam penelitian ini yaitu ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan 
Direksi, proporsi Dewan Komisaris Independen dan ukuran Komite Audit, ditambah 
dengan ukuran Dewan Pengawas Syariah. 
 
A. Dewan Komisaris 
Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, Dewan Komisaris adalah 
organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau 
khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas. Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan 
tanggungjawanya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada tata 






B. Dewan Direksi 
Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009, dewan direksi adalah 
organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan 
perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan 
serta mewakili perseroan, baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan 
ketentuan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut media BPR (2009), Dewan 
Direksi (board of directors) adalah pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para 
pemegang saham untuk  mewakili kepentingan mereka dalam mengelola 
perusahaan. Dewan Direksi bertanggung jawab atas beberapa fungsi manajemen 
tanpa harus terlibat secara langsung dalam operasional manajemen bank, sehingga 
diperlukan adanya pertemuan rutin Dewan Direksi dengan komponen perusahaan, 
serta memiliki fungsi kontrol yang efektif. 
 
C. Dewan Komisaris Independen  
Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 yang dimaksud dengan 
Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki: 
a. Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan 
keluarga dengan pemegang sahampengendali, anggota Dewan Komisaris 
dan/atau anggota Direksi; atau 
b. Hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank, 
sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen. 
 
D. Komite Audit  
Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 yang dimaksud dengan 
Komite Audit ialah pihak independen yang mengevaluasi pelaksanaan  audit intern 
dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses 
laporan keuangan. Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi 
kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang 
tersedia untuk publik dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan. Investor 
sebagai pihak luar tidak dapat mengamati secara langsung kualitas sistem informasi 
perusahaan. 
 
E. Dewan Pengawas Syariah 
Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 yang dimaksud dengan 
Dewan Pengawas Syariah ialah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran 
kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 
Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam 
fiqh muamalat (Fiqh al-Muamalat). Namun, Dewan Pengawas Syariah bisa juga 
anggota diluar ahli fiqh tetapi ahli juga dalam bidang lembaga keuangan Islam dan 
fiqh muamalat.DPS berkewajiban mengarahkan, mereview dan mengawasi 
aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakini bahwa mereka mematuhi aturan 
dan prinsip syariat Islam. 
 
Kinerja Keuangan Perbankan Syariah 
Menurut Helfert (1996) kinerja ialah hasil dari banyak keputusan individual yang 
di buat secara terus- menerus oleh manajemen. Kinerja dalam kamus istilah akuntansi 
adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoperasian bisnis selama periode tertentu. 
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Kinerja bank secara umum merupakan gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam 
operasionalnya. Dengan demikian, kinerja  keuangan bank adalah gambaran kondisi 
keuangan bank pada suatu periode tertentu mencakup aspek penghimpunan dana 
maupun penyaluran dananya. Bank yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik maka 
besar kemungkinan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga akan meningkat. Dimana 





Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Menurut Gay (1982) dalam 
Sukardi (2008) penelitian korelasional adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan 
pengumpulan data guna menentukan ,apakah terdapat hubungan dan tingkat hubungan 
antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Good 
Corporate Governance yang diproksikan Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan 
Komisaris Independen, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja 
keuangan perbankan syariah. 
 
Metode Analisis Data 
Analisis data digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan yang 
terkandung dalam data tersebut dan menggunakan hasil analisisnya untuk memecahkan 
suatu masalah (Ghozali, 2005). 
Penelitian ini akan menggunakan teknik regresi linear berganda karena penelitian 
ini akan menguji antara ROA yang merupakan satu variabel terikat dengan beberapa 
variabel bebas berupa mekanisme Good Corporate Governance. Untuk dapat 
melakukan regresi ini, model regresi harus diuji terlebih dahulu yaitu uji normalitas dan 
uji asumsi klasik. Apabila ada satu syarat yang tidak terpenuhi, maka hasil analisis 
regresi tidak dapat dikatakan bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Analisis 
akan dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 21.0. 
 
Model regresi dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut: Y = α + b1 
X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + ℮ 
 
Keterangan : 
Y = Kinerja keuangan perbankan 
α = Konstanta 
b1- b5 = Koefisien regresi 
X1 = Dewan komisaris 
X2 = Dewan direksi 
X3 = Dewan komisaris independen 
X4 = Komite audit 
X5 = Dewan pengawas syariah 








HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tabel 4.1 
Sampel Bank Umum Syariah 
Kriteria Jumlah 
Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2012-2016 
12 
Bank Umum Syariah yang tidak konsisten melaporkan 
Good Corporate Governance selama tahun 2012-2016 
(2) 
Bank Umum Syariah yang tidak menyajikan laporan 
keuangan auditor 
(0) 
Bank Umum Syariah yang tidak mengalami laba atau 
sedang mengalami rugi pada masa pengamatan (3) 
 Jumlah sampel dalam penelitian 7 
Sumber data : Data Bursa Efek Indonesia diolah, 2017 
Tabel 4.2 
Daftar Sampel Penelitian 
No. Bank Umum Syariah 
1 PT. Bank Muamalat 
2 PT. Bank BRI Syariah 
3 PT. Bank BNI Syariah 
4 PT. Bank Mega Syariah 
5 PT. Bank Panin Syariah 
6 PT. Bank Bukopin Syariah 
7 PT. Bank BCA Syariah 




Sumber: Data diolah, 2017 
 
Uji Normalitas 
Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji grafik histogram dan P-Plot 
dimana distribusi data dikatakan normal apabila bentuk lonceng melenceng ke kanan 
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dan untuk P-Plot menurut Santoso (2001) jika penyebaran data (titik) disekitar sumbu 




Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram 
 
Grafik histogram memberikan pola distribusi yang melenceng ke kanan yang 
artinya adalah data berdistribusi normal. 
 
Gambar 4.2 
Hasil Uji Normalitas P-Plot 
 
Menurut Santoso (2001) jika penyebaran data (titik) disekitar sumbu diagonal, 
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  Dalam gambar 4.1 diatas dapat 
diketahui bahwa distribusi data telah mengikuti garis diagonal  antara 0 (nol) dengan 
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pertemuan sumbu Y (Expected Cum. Prob) dengan sumbu X (Observed Cum Prob). Hal 
ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. 
 
Uji Asumsi Klasik 
A. Uji Autokorelasi 
Tabel 4.4 
Hasil Uji Autokorelasi 
Sumber: Data diolah, 2017 
Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 




B. Uji Heterokedastisitas 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Heterokedastisitas 
 
Sumber: Data diolah, 2017 
 
Semua variabel independen memiliki nilai Sig. > 0,05 sehingga dapat 









C. Uji Multikolinearitas 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Multikoliearitas 
 
Sumber: Data diolah, 2017 
Masing- masing variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,1 dan VIF 
≤ 10 sehingga dapat disimpulkan antar variabel independen tidak terjadi 
multikolinearitas. 
 
Analisis Regresi Linear Berganda 
Tabel 4.7 
Rekapitulasi Analisis Regresi Linear Berganda 
Variabel Dependen B t Uji Sig. t Hipotesis 
Konstanta 0,272       
Dewan Komisaris 
(AKK) 
-0,020 -0,923 0,364 H1 Ditolak 
Dewan Direksi (DDS) 0,181 0,983 0,334 H2 Ditolak 
Dewan Komisaris  
0,031 3,584 0,001 H3 Diterima 
Independen (DKI) 
Komite Audit -0,008 -0,043 0,966 H4 Ditolak 
Dewan Pengawas 
-0,720 -1,693 0,101 H5 Ditolak 
Syariah (DPS) 
N = 35 
  
  
R = 0,0563 
  
  
R Square = 0,317 
  
  
Adj. R Square = 0,199 
  
  
F Hitung = 2,689 
  
  
Sig. F = 0,041       
Sumber: Data diolah, 2017 
 
Dari data tabel diatas diperoleh regresi sebagai berikut: 
 
Y= 0,272 – 0,020X1(Sig. 0,364) + 0,181X2(Sig. 0,334) + 0,031X3(Sig. 0,001)-




A. Analisis dan Hasil Uji Signifikansi Simultan ( Uji F) 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Simultan (Uji F) 
 
Sumber: Data diolah, 2017 
Dari hasil perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa 
nilai F hitung sebesar 2,689 dengan Sig. F sebesar 0,041(a). Karena Sig. F < 0,05, maka 
Ha : b1, b2, b3, b4, b5 = 0 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, artinya secara simultan 
variabel Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite 
Audit dan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap ROA. 
 






Sumber: Data diolah, 2017 
Pengujian ini bertujuan untuk menguji tingkat keeratan hubungan antara 
variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.9 hasil uji 
determinasi menunjukkan nilai R Square = 0,317. Artinya secara simultan pengaruh 
variabel Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite 
Audit dan Dewan Pengawas Syariah terhadap ROA sebesar 31,7%, sedangkan 
68,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. 
 
C. Analisis dan Interpretasi Hasil Uji Parsial (Uji t) 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Parsial (Uji t) 
 
Sumber: Data diolah, 2017 
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Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing- masing variabel 
independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji t masing- 
masing variabel dapat dijabarkan sebagai berikut: 
 
1. Dewan Komisaris 
Nilai t hitung untuk Dewan Komisaris sebesar -0,923 dengan Sig. t sebesar 
0,364 lebih dari 0,05 artinya secara parsial variabel Dewan Komisaris tidak 
berpengaruh terhadap ROA. Dalam implementasinya ada beberapa Dewan 
Komisaris secara individual mengosongi jumlah rapat yang telah ditentukan. 
 
2. Dewan Direksi 
Nilai t hitung untuk Dewan Direksi sebesar 0,983 dengan Sig. t sebesar 0,334 
lebih dari 0,05 artinya secara parsial variabel Dewan Direksi tidak berpengaruh 
terhadap ROA. Berdasarkan UU No.4 Tahun 2007  tentang Perseroan Terbatas 
Pasal 92 ayat (4) menyebutkan bahwa perseroan yang bergerak dibidang 
menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat wajib mempunyai paling sedikit 
2 orang anggota Direksi. Sehingga mengakibatkan kurang efektifnya peran Dewan 
Direksi dalam fungsi manajemen. 
 
3. Dewan Komisaris Independen 
Nilai t hitung untuk Dewan Komisaris Independen sebesar 3,584 dengan Sig. t 
sebesar 0,001 kurang dari 0,05 artinya secara parsial variabel Dewan Komisaris 
Independen berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Komisaris Independen 
bertindak semata- mata untuk kepentingan perusahaan karena bebas dari benturan 
kepentingan. Dengan demikian, dapat menunjang terciptanya prinsip GCG yang 
optimal. 
 
4. Komite Audit 
Nilai t hitung untuk Komite Audit sebesar - 0,043 dengan Sig. t sebesar 0,966 
lebih dari 0,05 artinya secara parsial variabel Komite Audit tidak berpengaruh 
terhadap ROA. Kurangnya pemahaman fungsi, tugas dan tanggungjawab Komite 
Audit dapat menyebabkan tidak terwujudnya kualitas penerapan prinsip- prinsip 
GCG secara optimal. 
 
5. Dewan Pengawas Syariah 
Nilai t hitung untuk Dewan Pengawas Syariah sebesar -1,693 dengan Sig. t 
sebesar 0,101 lebih dari 0,05 artinya secara parsial variabel Dewan Pengawas 
Syariah tidak berpengaruh terhadap ROA. Masih banyak anggota DPS yang hanya 
mengerti mengenai hukum syariah dan belum mengerti tentang teknis perbankan 
menyangkut laporan keuangan bank syariah dan juga kurang memahami ilmu 
ekonomi keuangan Islam seperti akuntansi, akibatnya pengawasan dan peran- peran 
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